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Bahwa dalum usabe meningkatkar dan menertibkan pen-
dapatan Daerah dipandang perlu mengadakan perubahan-
perubahan £ penyempurnaan  terhadap  Peraturan  Daerah
tentung PRT dasar 3 dan 4 dan PKB vang diszsuaikan
dengan perkembangan perckonomian dan Pemerintah Da-
erah,

Bahwa Peraturan Duaweah wnggal | Maret 1962 No. /7
DPRD-GR/1962  tenlung konkordansi ordoransi  Pajuk
kKenduraan Bermaotor 1934, dan langgal | Maret 1962
Mo, 8/DPRD-GR/ 1962 tentang  konkordansi  ordonansi
Pajak Rumah Tangga 1908 perlu dirubah/disempurnakan:
serta dipersatukan dalam  satu Peraturan Daarah sepan-
jang yang mengenai Kendaraan Bermotor, sehingpa tidak
terdapat cara pemungutan pajak  yang bersifat dualistis
terhadap satu obyek yang sama, dan dapat memberi ke-
mungkinan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih
praktis dan cepat, )

Undang - Undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan
Keuangan antara Negara denpan Daerah - daerah, yang
berhak mengures rumah tangea sendiri:

Undang - Undang No. 11 DRT. tuhun 1957 tentang Pe-
ruturan Umum Pajak Daerah;



3. Undang - Undang Neo. 64 tahun 1958 tentang Pembentu-
kan Daerah Tingkat 1 Bali;

4. Undang - Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DPRD, PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALL

Menetapkan

MEMUTUSEKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
1 BALT TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
1976.

BAB L
Pengertian - istilah
Pasal 1.

Dalam peraturan ini yvang dimaksudkan dengan :

4. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah
Tingkat [ Bali;

b. Polisi adalah Polisi Lalu Lintas pada Komando Daerah
Kepolisian XV Nusa Tenggara;

c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daeruh Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Bali;

d. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaruan yang dige-
rakan oleh peralatan technix yang ada pada kendaraan itu
dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau
barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan
diatas rel.

¢. Scpeda motor adulah kendaraan bermotor seperti lersebut
pada sub. d diatas yang beroda dua;

. Mobil - bis adalah setiap kendaraan bermotor yang diper-
lengkapi dengan lebih dari B tempat duduk, tidak terma-
suk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan barang.

g. Truck adalah kendarazan bermotor seperti tersebut pada
sub. d diatas, yang daya angkutnya lebih dari 1 (satu) ton
dan disediakan untuk pengangkutan barang;

h., Kereta gandengan yang pemaxkaiannya ditujukan untuk di-
tarik kendaraan bermotor seperti termaksud pada sob. d
dianggap sebagai Kendaraan Bermotor;

] BAB IL
Dasar Pajak.
Pasal 2.

(1). Oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkut 1 Bali.
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dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor. diadakan pu-
ngutan afas’ semua kendaraan bermotor yang berada di
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali.

{2), Apakah sisto kendarnarn bermotor berada di Daerah Pro-
pinsi Dacrah Tingkat 1 Bali, ditentuzan menurut keada-

‘A,
B AR I
Pengecualian dan  pembebasen
Pasal 3.

kendaraan bermotor yang dikecualikan dark pajak ini
ialah -
d. Dimiliki oleh Pemeriniah atau Pomerintah Daerch  yang
semata - mata dipunakan untuk keperiuan dinas.

b Dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing di Indonesia yang
memakai nomor Polisi CD dan CC.

c. Kendaraan bermotor baru yang berada ditangan pabrikan
dhanfatan pedagang  kendarzan  bermotor, yang semata-
mata disediazan untok dijual,

d. Tidak dipergunakan karena disegel.

c. Menurut bemtukpya dan sifatnya diporgunakan  sematu-
mata untuk orang sakit, pengangkutan jenazah, kendaraan
pemadam kebakaran, buldozer dan forklift,

L. Oleh plancong (tourist) dan lain-lain orang yang berada di
Daecrah Propinsi Daerah Tingkat T Bali untuk waktu yany
tidak lama dari 60 (enum puluh) hari berturut-turut.

Pasal 4.

Pembebasan untuk 50 persen ialah kendaraan Her-
motor yany dimiliki olch Badan-badan. Lembaga-lembaga, dan
Organisasi yang semata - mala bergerak dibidang ama', pero-
watan sakit jasmaniali/rochaniah dan digunakan semata-mats
untuk keperluan dibidang tersebut, sate dan lain menyrut par-
setujuan Gubernur Kepala Daerah,

BADB IV
Wajib pajuk dan penanggunp pajak.
Pasal 5.
Pajak terhutang oleh pemilik, pemegang Kendaraan

Bermotor bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak
yang terlintang,



Pasal 6.
(1). Yang bertanggung jawab renteng untuk pembayaran pa-

jak ialah
a. Untuk pemilik
peorangan : Orang yang bersangkutan. kuoasu-

nya atau ahli warisnya:

b. Untuk pemilik
yang berupa ba-

dan : Pengurusaya;

c. Untuk badan ;  Wakil atau Wakil - wukilnya di
yang bertempat ;  Dacrah Propinsi Daerah Tingkal
tinggal atau ber- [ Bali yang bertanggung jawab ren-

kedudukan diluar  {eng peauh untuk it
Duerah Propinsi

Daerah Tingkat 1

Bali.

d. Untuk badan terscbut dalam sub. ¢ yang tidak mem-
punyai Wakil / Wakil-wakilnya di Dacrah Propinsi
Daerah Tingkat [ Bali, adalah yang menguasal ken-
daraan itu.

{2, Dalum hal seseorang atau sesuatu badan menerima pe-
ayerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajuknya, ba-
ik sebagian maupun selurthnya belum dilunaskan, maka
pihuk yang menerima penyerahan, Lertanggung jawab i-
tas pelunasan pajak lersebut.

BEAB ¥
Jumlah pajak dan klasifikash
Kendaraan bermotor.

Fasal 7.

{1). Besarnya pajuk setahun menurut klasifikasi  kendaraan
bermotor adalah -
a1 (satu) T dari harga joal ataue nilai jual vtuk golo-
ngan kendaraan bermotor : sepeda motor.

b 114 (satu setengah) % dari harga jual atau nilai jual
untuk golongan kendaraan bermotor : semua kenda-
raan bermotor yang terssbut dalam pasal 1 hurof d,
kecuali yang telah dikenakan pajak pada ayat (1) hu-
ruf a pasal ini yang dipergunakan untuk kepentingan
angkutan wmum.

¢ 2 (dua) % dari harga jual wau nilal jual votun go-
longan kendaraan bermotor : semua kenduraan ber-
motor tersebut dalam pasal 1 huruf d, kecuuli yang
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telah dikenakan pajak ayat (1) huruf a dan b pasal
ini yang dipergunakan bukan untuk kepentingan ang-
kutan umum/pribadi.

4 (empat) % dari harga jual atau nilai jual untuk
kendaraan bermotor tenmaksud dalam ayat (1) huruf
¢ pasal ini yang dimiliki schagnai kenaaraan bermotor
i:r:dl::a, ketiga dan seterusnya berdasarkan urutan pe-
milikan {waktu pemilikan),

(2). Tiap - tiap permulaan tahun pajak Gubernur Kepala
Daerah menetapkan nilai jual Kendarnan Bermotor untuk
dusar menghitung pajak.

B A B VI

Terhutangnya pajak, tanggal penagihan dan denda.

Pasal 8.

{L). Pajak terhutang :
@, Untuk kenduraan bermotor yang berada dun telah ada

2). a

b

dalam lalu lintas bebas di Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali, sejak tanggal 1 Januari tahun takwin:

Untuk kendaraan bermotor yang baru kemudian be-
rada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali, sejak
saat kendaraan bermotor tersebut berada di Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

Untuk kendaraan bermotor yang telah berada di Da-
erah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang termaksud
puda pasal 3 hurof a dan b, s:jak saat dilakukan pen-
daftaran kenduraan bermotor tersebut pada Pelisi oleh
bemilik baru, atau sejak diketahui oleh Dinas Pen-
dapatan bahwa telah berlangsung pemindahan pemi-
likan atas kendarann dimaksud
Untuk kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 3
huruf ¢, scjak suat kendaraan bermotor terscbut b:-
rada dulam lalu lintas .bebas ;

Pemilik- kendaraan bermotor wajib untuk menghitung
dan menyetor szndiri pajak yang terhutang, sclambat -
lambatnya akhir bulan Mei tahun pajak yang ber-
sangkutan ;

Bagi mereka yang memiliki kendwaan bermotor yadg
berada diwilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1
Bali seiclah bulan Mei tahun pajak yang bersangku-
tan, wajib menghitung dan menyetor sendiri  pajuk
terhutang dalam waktu sebulan setelah dimilikinya
dan beradanya kendaraan bermotor tersebut di Da-
crah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

(3). Wajib pajak yang menghendaki untuk mendapatkan ke-



(4)

{5h

sempatan pembayaran pajak yang terhutang secarn ang-
suran, dapat mengajukan penmohonan kepada Gubernur
Kepala Daerah dengan jalan mengisi surat pemberitahu-
an/isian yang bentuknya ditetapkan oleh Gubernur Ke-
pala Daerah.

Dalam hal ada peomintoan watuk mengangsur, maka ang-
surar diberikan schanyak - banyaknya 3 kali angsuran.
Hari pembayaran adalah 1 Juni, 1 Agustus dan 1 Okto
ber.

Dalam hal masa pajak adalah sesudah bulan Juni sesuatu
tahun takwin, maka jumlzh angsuran adalah schanyak
sisa angsuran yang masih ada.

Mereka yang menghitung dan menyetor pajak sendin di-
wajibkan untuk mengisi surat pemberitahuan/isian yang
bentuk dan isinya ditentukan oleh Gubernur Kepala Da-
erah.

Pasal 9.

Apabila ternyata bahwa jumlah pajak yang terhutang dan te-
lah jatuh hari pembayarannya, tidak dilunasi sepenuhnya, ma
ka dikenakun denda rarena kelambatan pembayaran pajak se-
besar 25 (%) perseratus dari pajak yang kurang atau tidak
sepenuhnya dibayar.

(1)

(1.

Pasal 10.
Jika wajib pajak tidak melapiukan sepenubnyi kewajiban
kewajiban termaksud pada BAB V1 Pasal 9 dan ternyata
pajaknya tidak dibayar atau tidak sepenuhnya dibayar |
Apabila jumlahnya melebihi Rp 100,— maka olch Dinas
Pendapatan dikenakan ketetapan pajak.

. Ketetapan pajak termaksud ayat pertama ditambah denda

100 %.
Pajak pokok beserta tambahan tertagih dalam 30 hari.

. Kelambatan pembayavan menurut ayat 3 Pasal ini, dikena-

kan tambahan dendn sebesar 257 dari jumlah yang ku-
rang dibayar.

. Gubernur Kepala Daerah berwenang mengurangkan atau

membatalkan tambahan dimaksud ayat 2 Passl ini, jika
oleh yang bersangkutin dapat ditunjukan bukti-bukii/ala-
san-alasan hingga dapat diterima bahwa pelanggaran ada-
lah akibat dari kechilapan atau kelalaian vang dapat di-
maafkan,

Pasal 11.

Ketetapan pajak termaksud Pasal 10, juga tambahannya
yang terhutang ditetapkan dalam kohir,
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1'-_‘}. Kepada wajib pajak diberikan surat keletapan pajak vang
memuat tanggal pemberian dan hari pembayaran,

(3). Tentang penagihan pajuk termasud dalam U.U. tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah (U.U. No. 11 DRT. ta-
hun 1957 L.N. tahun 1957 Neo 56) BAB IX berlaku
LS.

BEAB Vvl
Keberatan dan pengurangan.
Pasal 12.

{1). Gubernur Kepala Daerah memberi kebebasan pajak bila-
mana kendaraan bermotor yang bersangkutan musnah. di-
segel atan tidak berada logi di Daerah Propinsi Daerad
Tingkat I Bali,

(23, Pembebasan berjumlah seperdua belas bagian dari hutang
pajak yang dihitung untuk satu tahun, wotek tiap bulan
yang belum terbit dulaim tahun pajak.

{3). Pembebasan menurut pasal ini harus  dimintakan  secara
tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka
waktu tiga bulan sesudah kendaraan bermotor ilu mus-
nah, discgel atau tidak lagi berada di Dacrah Propinsi
Daerabh Tingkat 1 Bali,

{4), Gubcrnur Kepala Dacrah mengembalikan pajak yang te-
lih terbayar atas pasal ini.

Pasal 13,

Gubernur Kepala Dacrah dalam hal tertentu berhak untuk
merobah atau meniadakan ketetapan pajak.

Pasal 14.

Tagihan atas pajak kedaluwarsa setelah lima tahun, terhitung
dari akhir tahun dalam masa pajak terhutang.

Pasal 15,
Mereka yoang keberatan terbadap Keletapes pajor meeul pi-
sal 10 dalam waktu tiga bulan sctelah diterimuanya surat ke-
tetapan pajak dapat mengajukan permintaan keberatan kepada
Gubernur Kepala Dacrah dengan menyebutkan dasar / alasan
keberatan.

Pasal 16,
Adas surat keberatan tersebut Gubernur Kepala Dacrah mem-
herikan keputusannya.
Penolakan seluruhnya ataupun sebagian oleh Gubernur Kepala
Daerah diberikan surat pemberitchuan kzputusan yang dibe-
ri bertanogal,
Dalam hal surat keberatan dilerima sebagian atau seluruhnya,
maka pajak dikueangkan sesuai dengan pasal 12,



Pasal 17.

Aras keputusan keberaton dalnm  wakiu empat bulan setelah
diterimanya Surat pemberitabuan keputusan, wajib pajak da-
pat mengajukan permohonan banding kepada Majelis Pertim-
bangan Pajak di Jakarta,

Pasal 18,

keputusan Gubernur Kepala Daerah dapat dipertahankan oleh
Majelis Perlimbangan Pajak, dalam hal wajib pajak tidak me-
laksanakan sepemulmya Kewajiban termaksud pasal 8, juga a-
pabila pemberitahuan dilakukan dengan tidok scmestinya, se-
hingen Pemerintah Dacroh divugikar Rareaanys,

BAB VI
Pengawasan
Pasal 19.

(1), Pihak Polisi Inspeksi Lalu Lintzs dan Angkutan Jalan
Raya, memberikan bantuan dalam pelaksanaar dan pe-
ngawasan Peraturan Daerah ini.

i2). Pihak Polisi melakokan pendaticran dan mamberikan tan-
da nomor vntuk kendaraan bermotor (STNR), setelah pe-
lunasan pembayaran pajai dengan menunjukan bak lu-
nas {surat [iskal).

Pasal 20,

Polisi Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Dinas

Pendapatan Dacrah dan Dinss Luar Pendapatin Daerah se-

tempat, baik bersama-sama, atau masing-masing atas permin-

taan Dinas Pendapatan Dacrah dapat melakukan razia ken-
daraan.
BADB IX
Peraturan  Fldana.
Pasal 21.

Wajilbh pajak yvang szngaja memberikan keterangan palsu hing-
sa merngikan Pemerintah Daerah, dapat :_i'rlml:nm dengun hu-
gaman kurunean selama-lamanva 3 bolan aitan denda sebanyak-
banyaknya Rp L.000— (seribu rupiah).

BAB X

Keteniuan peralihon dan penutup.

Pasal 22.
Terhitung sejak berlakunya Peraturan Daceah ini, Peraluran
Daerah Tingkuat 1 Bali, tonggal | Mavet 1962 No, 7/DPRD-
GR/1962 dan Praturan DRaerah Tingkat I Bali tanggal 1 Ma-
ros 1962 No, 8/DPRD-GR,/1962, scpanjang mengenal dasar
3 (umlah dan jenis sepeda moter) dan dasar 4 (jun:'ah dan
jenis oto mobil) dinyatakan tidak berlaku lagi.

681



Pasal 23.
Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rumah Tangga sepan-
jang mengenai dasar 3 dan 4 untuk tahun pajak 1976 yang ts-
lah dibayar, diperhitungkan dalam pelunasan pajak ini.
Pasal 24.
Hal-hal yang mengenai pelaksanaan lebih lanjul dari Peratu-
ran Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dacrah.
Pasal 25,

(1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. 1976
(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangeal diun-

dankkan.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Denpasar, 22 Oktober 1975.
DAERAH PROPINSI DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGEAT 1 BALT, TINGKAT [ BALL
t.t.d. t.Ld

{ I GUSTI NGURAH PARTHA ) ( SO EKARMEN )

Disahkan olch Menteri Dalam Negeri Republik Tndonesia
Dengan surat keputusan
Tanggal . 12 Me1l 1976 No. : Pem. 10/18/14-169.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 103 tanggal : 30 Oktober Tahun 1976,
Seri . A Mo, : |
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat T Bali,

Ltd.
{ DRS, SEMBAH SUBHAKTI ).

NIP, 010023939,
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PENJELASAN :
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT T BALL
NOMOR. : 8 TAHUN 1975

TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1976.

UMUM :

Peraturan Daerah ini ditetapkun dalam usaha Pemerintah  Daerah
meningkatkan dan menertibkan pendapatan Daerah yang disesunikan dengan
perkembangan perckonomian dan Pemerintah Daerah.

Dalam perkembungan perekonomian pada dewasa ini, dimana masyarakat meng-
hendaki pelayanan yg. pruktis, pasti dan cepat yg. perlu diusahakan semaksimal
Tungkm, yang dapat menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak yang bersang-
Lutan,

Berdasarkan hal - hal distas, maka dipandang perlu mengadakan pe-
rubzhan/penyempurnaan serta mempersitvkan materi dari Ordonansi  Pajak
Kendaraan Bermotor 1934 ang telah dikonkordankan dengan Peraturan Da
crah tanggal | Maret 1962 No. 7/ DPRD-GR/1962 dan Ordonansi Pajak
Rumah Tanggs 1908 yang telah dikonkordankan dengan Peraturan  Daerah
(anggal | Maret 1962 No. 8/DPRD - GR/ 1962 sepanjang mengensi dasar 3
(jumlah jenis sepeda motor) dan dasar 4 (jumlah dan jenis otomobil), schingga
dapat terlaksana pelayanan yang praktis dan pasti, dimana tidak terdapat pelak-
samian pungitan yang dualisme techadap satu obyek pajak yang sami.

Menyempurnakan tarip pajak dengan sistim proportionil  (dengan
prosentasa terientu) schagai dasar menghitung beban pajak memberikun beban
yang mendekati keadilan kepada masyarakat yang potensiil mempunyai kemam-
puan serta dapat menglkuti perkembangan perekonomian.

Dalam Peraturan Daerah ini akan ditctapkan sistim selfassement yang
berarti bahwa wajib pajak dipercayakan menghitung dan menyetor  pajaknya
sendiri, schingga dapat melancarkan pemasukan, dan memungkinkan penghema-
tan tenaga administrasi dan meningkatkan tenaga pengawasan yang lebih
effektif,

Pasal demi pasal :

Pasal 1- : Cukup jelas:

Pasal 2 : (1), Obyek pungutan pajuk adalah semua kendaraan  berr
yang berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 ¥

.~ (2). Yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor yar

g di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ac

nya kendaraan bermotor yang terdaftar di 7
Daerah Tingkat 1 Bali dan pada umumr
motor yang telah berturul - turut mer

lan di Daerah Propinsi Daerah Tir



Misalnya suatu kendaraan bermotor yang tidak  terdaflar
di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, akan tetapi se-
panjang tahun berada di Daerah Propinsi Daerah Tingkat
[ Bali, maka pemegangnya terhutang pajak,
Pasal 3 sub owdan b Cukup jelas.
Sub to¢ ¢ Yung dimaksudkan ialah kendaraan bermeter yang
belom memakai nomor Polisi,
subds/d : Cukup jelas.
Pasal 4 dan 5 i Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

-

Yung menguasai kendarsan bermotor adalah orasg yang

memakai kendaraan bermotar #u szeara  berhak, bail

schagai pemilik mavpun sebagai bukan pemilik.

ayat (2) : Ada kalanya seorang pemilik mobil A" belum meluna-

si jumlah pajak yang terbutang, dan sementara itu ken-
darsan bermotor yang bersangkutan dijual kepada orang
lain (X} Dalam hal ini baik penjual maupun pembeli
lermasus orang yang tdak dikecualikan dani pengenaan
Pajak, Sesuai dengan ketentuan yung bedaku,  pemilik
baru (X) turul bertangeung jawab atas pelunasan Pajak
tersebut. Ini berarti bahwa jika A, berhubung sesuatu
hal tidak dapat menyetor jumlnh Pajak vang terhutang
maka X -lah yang harus meluaasi pajak tersebut,

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelss.

ayat (2) :  Tiap permulsan tahun pajak (tahun fiskal)  Gubernur
Repala Daerah menctapkan Nilai Jual Kendarnan Ber
maotor untuk dasar menghitung Pajak.
Dalam menetapkan Nilai Jual, Gubernur Kepala Daerah
memperhatikan / berpedeman kepada ketenteon toiksicpn
harga jual yang dibakai olsh Pemerintah Pusat (Depar-
temen Dalom Nepgeri).

Pasal 8 ayat (1) : a dan b semun kendaraan bermotor yang pada awal bulan
Januari sesuatu tahun pungutan telah berada astau ter-
daftar di Duerah Propinsi Dacrah Tingkat I Bali, terhu-
tang pajak Kendaran bermotor untuk satu (ahun penuh.
Kendaraan bermotor yang baru berada atau  terdaftar,
umpamuanya sesudah bulan Januvard, seperti pemindahan
kendaraan bermoter dari luar Daerah kedalum Daerah
Propinsi Dacrah Tinggat [ Bali, terhutang pajok kenda-
raan bermotor sejak pendaflaran pada Polisi atau sejuk
berada di Daerah Propinsi Dacrah Tingkat 1 Bali sesuai

> dengan Pasal 2 ayat (2),
e Ayat (2) dan (3) Cukup jelas.
g
N gAyat (4) : Contoh
e Suatu kendaraan bermotor yang baru terdaftar di Dazrah
5‘}%‘? Propinsi Dacrah Tingkat T Bali pada tanggal 5 Mei 1976,
™

r
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Ayat (5)
fasal 9 s/d. 10
Pasal 11 ayat (1)

dan (2)
ayat (3)

Pasal 12 s/d 23
DPasal 24

Pasal 25

Pajak kendaraan bhermotor | (satu) tahun misalnya Rp.
900,— terhutang pajak kendarsan bermotor 8 (delapan)
bulan = 8/12 x Rp. 900,— = Rp. 600,—

Hari - hari pembavaran yang masih tersisa ialah tang-
aul o 1 Juni, 1 Agustus dan | Oktober 1976,

Besarnya tiap angsuran 1/3 x Rp. 600,— Rp. 200,-
Cukup ielas.

Cukup jelas,

Cukup jetus.

Undang - undang No. |1 Drt. Tahun 1957 perlu diper-
lakukan sesuai, schingga lebih memperkuat  kedudukan
Peraturon Dacrah tanggal 9 Pebruari 1965 No. 3/DPRD
-GR/1965 tentang penagihan pajak Daerah,

Cukup jelas.

Dalam pasal ini axan mengatur pelaksanaan lebih lamjut
vang masih belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
Cukup jclas,

GBS



